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BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa terbentuknya  Organisasi Dinas Perdagangan

Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2018 yang
pelaksanaannya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati
Kolaka Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perdagangan perlu ditinjau kembali;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan
Pemerintahan Bidang Perdagangan serta memperhatikan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan
penyesualan nomenklatur Dinas Perdagangan Kabupaten

Kolaka Utara untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kolaka Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan
Kabupaten Kolaka Utara:

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana. Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339).

3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);,

S. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96

Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

S887);

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utrara

(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018
Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG KEDUDUKAN.

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kabupaten holaka Utara.

h. Pemenntah Daerah adalah

Pemernnmtah  Rabupaten Kolaka
Utara;

11

ti

Buputy adalah Bupat Kolaka Utara
Walkil Bupati adalah Waktl LHiupan holaka Utara

Sekiretanis Daerah adalah Sekietaris Daerah habupaten Aolaka
Ut a

1. Dewan Perwakilan Rakyvat Dacrah VAR

selaniutnva disebuyt
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah

D pDaten
Kolonkon Utinrn,

K.

bow " . !
Peranghat Daerah Kabupaten adalah unsui pembantiu Aepala

Dacrah dalam penyelenggaraan Pemenntah Daerah

b
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h. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten
Kolaka Utara;

i. Kepala adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kolaka
Utara; |

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu

k. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah
Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bidang perdagangan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah
Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah Dinas Perdagangan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah
Pasal 4

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
diklasifikasikan atas tipe B.

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada avat (1),

berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perdagangan.

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemernntahan
sebagaimana dimaksud pada avat (2), dilaksanakan
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB [1]
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORCGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Orpanisasi
Pasnl 5
(1) Dinas Perdaganpgan merupakan  unsur  pelaksana
pemerintabhan yang menjadi Kewenangan daerah
r . a . d }
(2) Dinas Perdagangan dipimpin oleh kepala Dinas vang berada di

bawah dan bertangpungjawab Kepada  Bupat
Sekretaris Daerah Kabupaten.

LU San

melalu
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Pasal 6

Dinas Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan pelaksanaan tugas - tugas pembantuan dibidang
perdagangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut
a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengembangan
perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan
perdagangan luar negeri,
Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan
perdagangan dalam negeri, kemetrologian dan pengembangan
perdagangan luar negeri;
Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
kebijjakan dibidang pengembangan perdagangan dalam negeri,
kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
d. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan dalam

negeri, kemetrologian dan pengembangan perdagangan luar
negerti;

Pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati.

-

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri atas :
a. Kepala Dinas

Sekretrariat

b.
c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
d.
e

Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
. Bidang Kemetrologian

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yvang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

BAB 11l
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 9
Kepala Dinas Perdagangan mempunvai tugas memimpin,
membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, merencanakan,
menetapkan kebijakan dan program strategis, mengembangkan

kegiatan perdagangan serta bertanggun

glawab atas terlaksananya
tugas dan fungsi Dinas.

Scanned by TapScanner



(1)

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, program,

evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas;

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 11

Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi
ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tatalaksana, tata
persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan,
kerumahtanggaan dan barang milik negara Dinas
Perdagangan;

Penylapan koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran,
administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji dan akuntansi
Dinas Perdagangan;

Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program,
pemantauan program serta evaluasi dan pelaporan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan
administrasi, pengembangan, kesejahteraan dan disiphn
pegawai, organisasi, tatalaksana, pengadaan, penyimpanan,
perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi.
sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga
Dinas.

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hurut b, mempunyvai tugas

melaksanakan penyusunan, penelanhan, penuintauan

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana, program dan
anggaran, serta pelaksanaan  administrasi keuangan,
perbendaharaan, gaji dan

tunjangan kinerna, akuntansi,

monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan Keuangan
Dinas.
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Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 14
(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Nlegeri. mempl:lpya_?
tugas melaksanakan penyiapan  koordinasi, fasilitasi

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana t:flan
pelaku distribusi, pengendalian barang pokok lclan penting,
penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. |
(2) Bidang  Pengembangan Perdagangan  Dalam  Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
14 ayat (1), Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan;
b.

Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan
di wilayah kerjanya;

Pelayanan pemberian rekomendasi dan penerbitan izin dan
non perizinan usaha perdagangan;

d. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya,

pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan
pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten;

e. Pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim
usaha, peningkatan penggunaan produk dalam neger,
promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi
penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor
perdagangan;

f. Pelaksanaan koordinasi lintas  sektoral, pemantauan
distribusi, pemantauan harga dan ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah
kabupaten;

g. Penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok
dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di
tingkat daerah kabupaten;,

h.

Pengkoordinasian, penyelenggaraan operasi pasar dan/atau

pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok
diwilayah kerjanya,

Pengkoordinasian, pengawasan pengadaan dan penvaluran
barang kebutuhan pokok,

barang penting dan pupuk
bersubsidi diwilayah kerjanya;

Pasal 106

(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negert terdirt atas:
a. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
b. Seksi Pengendalian Barang Pokolk dan Penting

c. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negenr

Scanned by TapScanner



(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam
Neger.

Pasal 17

(1) Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan dibidang sarana dan pelaku distribusi.

(2) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan dibidang pengendalian barang pokok dan barang
penting.

(3) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi,
analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang penggunaan dan
pemasaran produk dalam neger.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis,
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan ekspor,
fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.

(2) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Neger sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang vyang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1), Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negen
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang
lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah
kabupaten;

b. Partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang
lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah

kabupaten;

c. Penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan
partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang
lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;

d. Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan

produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten),

e. Penerbitan surat keterangan asal,

f. Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka
pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk
ekspor.

7
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Pasal 20

(1) Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Ekspor
b. Seksi Fasilitasi Ekspor Impor
c. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar
Negeri.

Pasal 21

(1) Seksi Pengembangan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan dibidang pengembangan ekspor.

(2) Seksi Fasilitasi Ekspor Impor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan dibidang ekspor impor.

(3) Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan dibidang bina pelaku ekspor impor.

Bagian Kelima
Bidang Kemetrologian
Pasal 22

(1) Bidang Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebjjakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber dava
manusia dan pengawasan.

(2) Bidang Kemetrologian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (1), Bidang Kemetrologian menyelenggarakan fungsi

a. Pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya serta pengelolaan cap tanda
tera;

b. Pemetaan jumlah potensi  ukur, takar,

perlengkapannya;

Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar Kerja dan

peralatan kemetrologian,

d. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan
fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian dh
daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya,

hmbang  dan
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c.

(1)

(2)

Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi
sumber daya manusia serta penilaian angka kredit bagi
jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas
kemetrologian;

Pelaksanaan pengawasan ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)
dan satuan ukuran;

Pelaksanaan penyuluhan kemetrologian dan penyidikan
tindak pidana metrologi legal;

Pelaksanaan fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur
dan/atau Daerah Tertib Ukur;
Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal,

pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan
kemetrologian.

Pasal 24

Bidang Kemetrologian, terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
b. Seksi Bina Sumber Daya Manusia

c. Seksi Pengawasan
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Kemetrologian.

Pasal 25

(1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penylapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebiyjakan, evaluasi

serta
pelaporan dibidang pelayanan tera dan tera ulang.

(2) Seksi Bina Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan
pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebiyjakan, evaluas: serta
pelaporan dibidang bina sumber daya manusia kemetrologian.

(3) Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

(1)

(2)

ayat (1) hurut ¢, mempunyai tugas melakukan pengumpulan
data, 1dentifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang
pengawasan kemetrologian.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Kegiatan

teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas
di lapangan.

Umit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagamana dimaksud
pada ayat (1) dibedakan dalam dua Klasihikast vattu tecdin danm
a. Unit Pelaksana Teknis

Dinas  Daerah kelas A untuk
mewadahi beban kerja yvang besar.

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kkelas B untuk
mewadahi beban kerja yang kecil.
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(3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, terdiri atas Sub Bagian Tata Usaha dan
Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri atas Pelaksana dan Kelompok
Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

(6) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta
tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis
kepada Gubernur

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas Perdagangan sesuai bidang keahlian
dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, terdin dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai bidang keahliannya .

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior vang
ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnva
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat
(1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kena

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 29
(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unt organisass
dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrast dan sinkromisast batk dalam hingkungan
mMasing masing I antiy satuian O RS SI ol
hngkungan Pemenntah haubupaten serta dengan mstans: laim
di luar Pemermtah Kabupaten sesual dengan tugas MASINg

masing.
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(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai
dengan tugas pokok masing-masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

(3)

Pasal 30

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 31

Kepala Dinas bertanggung  jawab, memimpin dan

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas
bawahannya.

Pasal 32

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab

pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannva,
wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menvusun

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis
kepada bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajnb
disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara
fungsional mempunyail hubungan kerja.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pembernan
bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretans melakukan
tugas-tugas kepala Dinas sesunl dengan perundang undangan
vang berlaku

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagar pelaksana hepala

Dinas dapat menunjuk Kepala hhdang vang membidang: tugas
instansi tersebut untuk mewakih Kepala Dinas.
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Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat

mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat
di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

BADB VI
KEPANGKATAN, ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 38

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada
Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

(2) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama

(3) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon Illa atau jabatan
administrator

(4) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IlIb
atau jabatan administrator

(5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas
merupakan jabatan eselon [Va atau jabatan pengawas

(6) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah
(7)

Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat

eselon [V atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah

Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten

ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesual pedoman vang
ditetapkan oleh Pemerintah

(8)

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat vang

ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnva
sampal dengan dilantiknya pejabat

vang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.

BALI VI
KETENTUAN PIENUTUP
Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupat
Kolaka Utara Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kera Dinas Perdagangan
Kabupaten Kolaka Utara dan Ketentuan hun yvang bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagt.
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Pasal 41

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 6% December 2020

BUPATI KOLAKA UT

A X

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 08 Dt&mbu 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

b

TAUPIQ S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020
NOMOR 42
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* PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR : H2  raHUN 2020

:“GGAL : 0B Decembur 2020
ENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN
KOLAKA UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PROGRAM,

SUB BAGIAN

EVALUASI DAN
PELAPORAN

TATA USAHA

BIDANG

KEMETROLOGIAN
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